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ABSTRACT 

Stunting is a condition of growth disorders in toddlers characterized by height below the age standard, and 
is often caused by chronic malnutrition and an unsupportive environment. This condition has long-term impacts on 
children's physical health and cognitive development. This study aims to analyze the effectiveness of stunting 
management policies in Tulang Bawang Regency, with a focus on the suitability between policy plans and 
implementation, identifying supporting and inhibiting factors in its implementation, and assessing efforts that can 
be made to improve program effectiveness. The research approach used is qualitative, referring to the theory of policy 
effectiveness from Dr. Riant Nugroho which includes aspects of policy accuracy, implementation, targets, 
environment, and process. The results of the study indicate that the stunting management policy in Tulang Bawang 
Regency is classified as effective, especially because of environmental support and policies that are relevant to 
community needs. However, challenges are still encountered, especially the low level of community understanding 
regarding the importance of nutrition. Recommended efforts to improve program effectiveness include strengthening 
socialization, increasing the capacity of Posyandu cadres, and optimizing funding, especially in hard-to-reach areas. 
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PENDAHULUAN 

Stunting merupakan masalah kesehatan yang sangat penting di banyak negara, terutama di 
negara berkembang. Stunting, atau pertumbuhan terhambat pada anak akibat malnutrisi kronis, tidak 
hanya mempengaruhi tinggi badan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan 
kognitif, kesehatan, dan produktivitas ekonomi (Dermawan dkk., 2022; Millenia, 2021; Sutarto dkk., 
2018). Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah, 
lebih rentan terhadap penyakit, dan berpotensi memiliki produktivitas yang rendah di masa dewasa. 
Oleh karena itu, kebijakan penanganan stunting sangat krusial untuk memastikan generasi mendatang 
memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan mampu berkontribusi secara positif terhadap 
pembangunan negara. 

Kebijakan penanganan stunting mencakup berbagai intervensi yang dirancang untuk mengatasi 
penyebab utama dan faktor risiko stunting. Ini termasuk program pemberian makanan tambahan, 
suplementasi gizi, edukasi tentang praktik pemberian makan yang baik, serta perbaikan sanitasi dan 
akses air bersih (Sabila dkk., 2024). Intervensi ini perlu dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi, 
melibatkan berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, kebijakan ini 
harus didukung oleh komitmen politik yang kuat dan alokasi anggaran yang memadai (Rahmawati dkk., 
2024). Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pemerintah dapat secara efektif 
mengurangi prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

Stunting di Indonesia merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi 
tantangan besar di indonesia dan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya 
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manusia suatu bangsa karena kondisi ini tidak hanya mempengaruhi tinggi badan anak tetapi juga 
berdampak jangka panjang terhadap perkembangan otak kemampuan belajar produktivitas dan 
kesejahteraan sosial ekonomi anak di masa depan. 

Gambar 1 Target penanganan stunting 

 
Sumber: Kementrian Kesehatan, 2024 

 
Meskipun berbagai kebijakan dan intervensi telah dilakukan pemerintah angka stunting di 

indonesia masih tergolong tinggi dan belum mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan hasil 
survei kesehatan indonesia tahun 2023 prevalensi stunting nasional tercatat sebesar 215 persen 
mengalami penurunan sekitar 08 persen dari tahun sebelumnya namun angka ini masih jauh dari target 
nasional yang dicanangkan pemerintah yaitu sebesar 14 persen pada tahun 2024. 

Dengan kompleksitas faktor penyebab dan tingginya beban stunting di indonesia maka 
penyelesaiannya tidak bisa hanya bergantung pada satu sektor atau program tertentu diperlukan 
pendekatan holistik integratif dan partisipatif untuk menciptakan ekosistem pembangunan kesehatan 
yang berkelanjutan peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk keluarga tokoh masyarakat dunia 
usaha dan media menjadi sangat penting dalam memperkuat gerakan nasional percepatan penurunan 
stunting. 

Pada tahun 2021 prevalensi stunting di Kabupaten Lampung Tengah tercatat mencapai angka 
20,8 persen. Angka ini menempatkan Lampung Tengah sebagai salah satu daerah dengan beban 
stunting yang cukup tinggi, bahkan melampaui rata-rata prevalensi stunting Provinsi Lampung. 
Stunting, sebagai salah satu indikator utama masalah gizi kronis pada anak-anak, tidak hanya berdampak 
pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif dan produktivitas 
mereka di masa depan. Prevalensi stunting yang tinggi pada wilayah tersebut mencerminkan adanya 
tantangan struktural dalam pelayanan kesehatan dasar ketahanan pangan, sanitasi lingkungan, dan 
edukasi gizi masyarakat. 

Kabupaten Lampung Tengah secara konsisten mengimplementasikan kedelapan aksi tersebut 
melalui kerja sama lintas sektor dan pelibatan semua tingkatan pemerintahan dari kabupaten hingga 
desa. Salah satu upaya konkret dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan tahunan yang 
mengintegrasikan berbagai program intervensi dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Kampung, Dinas Sosial, serta Dinas Pendidikan. Kolaborasi antar sektor ini diarahkan untuk 
memastikan bahwa seluruh intervensi yang dilakukan tidak berjalan secara parsial, tetapi menyatu 
dalam satu arah dan tujuan, yaitu menurunkan angka stunting secara signifikan. 
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Di tingkat kampung atau desa, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga mendorong 
penguatan kapasitas dan peran pemerintah desa melalui regulasi yang jelas mengenai kewenangan dan 
tanggung jawab desa dalam penanganan stunting. Hal ini mencakup pelibatan aktif kepala kampung, 
kader pembangunan manusia (KPM), dan kader posyandu dalam pengawasan tumbuh kembang anak 
serta pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat berbasis gizi dan kesehatan lingkungan. 
Keberadaan KPM menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa data balita stunting diperoleh 
secara akurat dan tepat waktu, serta menjadi penghubung antara pemerintah desa dan sektor pelayanan 
dasar. 

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga memperkuat sistem manajemen data sebagai 
bagian penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based). Melalui sistem informasi 
kesehatan dan pemanfaatan aplikasi digital, proses pencatatan dan pelaporan kondisi balita yang 
mengalami gangguan pertumbuhan dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Hasil pengukuran tinggi 
badan dan berat badan anak, serta data tentang asupan gizi dan kondisi sanitasi lingkungan rumah 
tangga, menjadi bagian penting dalam penilaian dan evaluasi kebijakan yang sedang berjalan. 

Peran serta masyarakat dalam mendukung program intervensi stunting juga diperkuat melalui 
kampanye edukasi yang masif tentang pentingnya gizi seimbang, praktik pemberian makan bayi dan 
anak (PMBA) yang tepat, serta pola hidup bersih dan sehat. Kampanye ini dilakukan tidak hanya melalui 
media konvensional, tetapi juga melalui media sosial dan kegiatan langsung di tingkat kampung, seperti 
kelas ibu hamil, penyuluhan di posyandu, serta penyebaran leaflet dan poster edukatif. 

Upaya tersebut membuahkan hasil yang sangat signifikan. Pada tahun 2022, Kabupaten 
Lampung Tengah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 8,7 persen. Penurunan ini tidak hanya 
mencerminkan keberhasilan dalam aspek teknis, tetapi juga menunjukkan adanya kemauan politik 
(political will), komitmen anggaran, serta efektivitas mekanisme koordinasi antar lembaga dan aktor. 
Lebih jauh, capaian tersebut menempatkan Lampung Tengah sebagai kabupaten dengan angka stunting 
terendah di Provinsi Lampung pada tahun tersebut. 

Keberhasilan dalam menurunkan angka stunting menunjukkan kemampuan pemerintah dalam 
merespons kebutuhan masyarakat melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung. 
Efektivitas kebijakan juga mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya 
yang tersedia serta membangun kolaborasi yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan. Kerja 
sama lintas sektor—baik dengan dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, maupun komunitas lokal—
memegang peran penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan. Pendekatan 
yang komprehensif dan partisipatif tidak hanya memperkuat upaya penanggulangan stunting secara 
spesifik, tetapi juga berkontribusi dalam membangun sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial yang 
lebih tangguh di tingkat daerah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanganan stunting di 
Kabupaten Tulang Bawang. Analisis dilakukan dengan meninjau sejumlah indikator keberhasilan, 
tantangan dalam implementasi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Pemahaman mendalam 
terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan diharapkan dapat menjadi dasar 
untuk merumuskan strategi yang lebih tepat dalam menghadapi persoalan stunting secara menyeluruh. 

Meskipun Kabupaten Tulang Bawang telah menunjukkan capaian positif dalam penurunan 
angka stunting, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang membahas evaluasi efektivitas 
kebijakan secara sistematis. Banyak kajian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek medis dan 
intervensi gizi, sementara dinamika sosial, tata kelola program, dan mekanisme koordinasi antar 
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lembaga di tingkat lokal belum banyak mendapatkan perhatian. Evaluasi menyeluruh yang mencakup 
peran pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat, serta efektivitas koordinasi lintas sektor sangat 
penting untuk memahami faktor keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan yang 
holistik terhadap pelaksanaan kebijakan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. Fokus utama 
mencakup analisis terhadap implementasi program di tingkat lapangan, sejauh mana target-target 
kebijakan tercapai, serta identifikasi kendala dan peluang yang dihadapi selama proses berlangsung. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih 
efektif dan berkelanjutan, baik di Kabupaten Tulang Bawang maupun di daerah lain yang memiliki 
permasalahan serupa. 

Efektivitas berasal dari kata "efektif", yang memiliki arti tercapainya hasil sesuai dengan tujuan 
yang telah ditetapkan (Nisa & Setiawati, 2022). Konsep efektivitas selalu berkaitan dengan 
perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya tercapai. Hal ini dapat dianalisis 
dari berbagai perspektif dan diukur dengan berbagai cara, serta memiliki hubungan yang erat dengan 
efisiensi (Setiani, 2020). 

Menurut Gedeian (1991), semakin tinggi pencapaian tujuan organisasi, semakin tinggi pula 
tingkat efektivitasnya. Efektivitas juga dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan atau pencapaian 
yang sesuai dengan tujuan. Kata "efektif" adalah bentuk dasar, sedangkan kata sifat yang berasal dari 
kata tersebut adalah efektivitas. Menurut Anugrah dkk. (2022), efektivitas didefinisikan sebagai proses 
komunikasi yang mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memperhatikan anggaran biaya, waktu 
yang telah ditetapkan, dan jumlah personel yang tersedia. 

Selain itu, Hadayaningrat dalam bukunya Azas-Azas Organisasi Manajemen menjelaskan 
efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas adalah pengukuran yang menunjukkan tercapainya sasaran atau 
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Handayaningrat, 1995). Menurut Hadayaningrat, efektivitas 
dapat dipahami sebagai sebuah pengukuran yang menilai sejauh mana tujuan yang telah direncanakan 
dengan matang dapat tercapai. Berdasarkan pendapat tersebut, semakin besar pencapaian tujuan 
organisasi, semakin tinggi pula efektivitasnya. 

  Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Syamsi, “Efektivitas 
(hasil guna) lebih menekankan pada dampak atau hasil yang dicapai, tanpa terlalu memperhitungkan 
pengorbanan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sementara itu, efisiensi (daya guna) tidak hanya 
fokus pada hasil yang ingin dicapai, tetapi juga memperhitungkan besar kecilnya pengorbanan yang 
diperlukan untuk mencapainya” (Syamsi, 1983). Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
perbedaan utama antara efektivitas dan efisiensi terletak pada fokusnya. Efektivitas menekankan pada 
hasil atau efek dari pencapaian tujuan, sementara efisiensi lebih memperhatikan penggunaan sumber 
daya dalam mencapai tujuan tersebut. 

Menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik, efektivitas didefinisikan 
sebagai berikut: “Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi 
output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut” 
(Mahmudi, 2005). Berdasarkan pendapat ini, efektivitas memiliki hubungan timbal balik antara output 
dan tujuan. Semakin besar kontribusi output, semakin efektif suatu program atau kegiatan. Efektivitas 
menilai hasil (outcome), di mana suatu program atau kegiatan dianggap efektif jika output yang 
dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diinginkan, atau dengan kata lain, mengalokasikan sumber 
daya dengan bijaksana. 
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Efektivitas menggambarkan seluruh siklus input, proses, dan output yang berfokus pada hasil 
guna suatu organisasi, program, atau kegiatan, yang menunjukkan sejauh mana tujuan (kualitas, 
kuantitas, dan waktu) telah tercapai. Hal ini juga mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil 
mencapai tujuannya dan target-target yang ditetapkan. Dengan demikian, pengertian efektivitas lebih 
menekankan pada hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Peter 
F. Drucker, yang dikutip oleh H.A.S. Moenir dalam bukunya Manajemen Umum di Indonesia, yang 
mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Effectivennes, on the other hand, is the ability to choose 
appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”. (Efektivitas, pada sisi 
lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang 
memilih kebenaran untuk melaksanakan) (Kowaas dkk., 2017).  
 
METODE 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang. 
Penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus memiliki kelebihan utama dalam hal 
kemampuan untuk menggali dan memahami fenomena sosial secara mendalam (Rustamana dkk., 
2024). Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks spesifik dari subjek yang 
diteliti. Dengan fokus pada satu kasus atau lokasi tertentu, penelitian ini dapat mengidentifikasi 
berbagai faktor yang mempengaruhi fenomena yang diteliti, seperti kebijakan penanganan stunting di 
Kabupaten Tulang Bawang, dan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan 
tersebut diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. 

Selain itu, Pendekatan ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam proses penelitian. Peneliti 
dapat menyesuaikan metode pengumpulan data sesuai dengan perkembangan temuan awal di lapangan. 
Fleksibilitas ini memungkinkan peneliti untuk merespons dinamika dan kompleksitas yang muncul 
selama penelitian, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Pendekatan studi 
kasus dalam penelitian deskriptif kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis 
mendalam yang holistik, menggabungkan berbagai sumber data seperti wawancara, observasi, dan 
dokumen. Triangulasi data ini meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan, karena informasi yang 
diperoleh dapat dibandingkan dan diverifikasi dari berbagai perspektif. Hal ini sangat penting dalam 
penelitian kebijakan publik, di mana berbagai pihak yang terlibat memiliki pandangan dan pengalaman 
yang beragam. Dengan demikian, metode ini tidak hanya menghasilkan pemahaman yang lebih 
mendalam dan kontekstual, tetapi juga memberikan rekomendasi yang lebih terarah dan praktis untuk 
peningkatan kebijakan di masa depan.  
 
PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semistruktur untuk mengevaluasi 
efektivitas penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang, dengan mengacu pada kebijakan 
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan StuntingPertanyaan yang 
diajukan kepada narasumber disusun berdasarkan identifikasi masalah yang ada, relevansi dengan 
tujuan penelitian, serta rumusan masalah yang hendak dicapai.  

dilanjutkan dengan wawancara semistruktur dengan informan yang terdiri dari Kepala Seksi 
Gizi pada Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Petugas Gizi 
di Puskesmas, Kader Posyandu, dan Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Validasi data juga 
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dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi yang diperoleh dari masyarakat 
setempat yang turut terlibat dalam program penanganan stunting. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penanganan stunting yang 
diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan rencana dan prosedur yang 
ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung dan 
penghambat dalam pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang, serta 
upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program penanganan stunting di 
wilayah tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengacu pada teori dari Dr. Riant Nugroho mengenai efektivitas 
kebijakan, yang terdiri dari lima aspek utama, yaitu: Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksanaan, Tepat Target, 
Tepat Lingkungan, dan Tepat Proses. Aspek-aspek ini digunakan untuk mengukur sejauh mana 
kebijakan dan pelaksanaan program penanganan stunting sesuai dengan prinsip-prinsip yang 
diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 
lapangan, data yang diperoleh memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan 
stunting di Kabupaten Tulang Bawang, serta tantangan dan peluang dalam menurunkan angka stunting 
di wilayah tersebut. 
 
Efektivitas kebijakan penanganan stunting yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten 
Tulang Bawang berdasarkan rencana dan prosedur yang ditetapkan 
Tepat Kebijakan  

 Peneliti kemudian menanyakan mengenai kebijakan yang dirancang oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tulang Bawang dan bagaimana kebijakan tersebut mendukung pelaksanaan Perpres No. 72 
Tahun 2021 terkait Percepatan Penurunan Stunting. Berikut adalah hasil wawancara dengan Kepala 
Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti menanyakan mengenai kebijakan 
yang dirancang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang untuk mendukung pelaksanaan 
Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.  

Berdasarkan data terbaru mengenai penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang tahun 
2024 terlihat adanya perbaikan signifikan pada berbagai kelompok usia anak. Pada usia 2 tahun, tercatat 
sebanyak 1.200 anak mengalami stunting. Namun, seiring berjalannya program intervensi yang 
terintegrasi, terjadi penurunan jumlah anak yang mengalami stunting secara konsisten hingga usia 11–
12 tahun. Pada usia 8,5 tahun, jumlah anak stunting menurun menjadi 320 anak dari jumlah awal 
1.200 anak. Artinya, sebanyak 880 anak mengalami perbaikan, dengan persentase perbaikan mencapai 
73,3%. 

Kemajuan ini terus berlanjut hingga usia 11–12 tahun, di mana dari jumlah awal yang sama 
(1.200 anak), hanya tersisa 280 anak yang mengalami stunting, menunjukkan perbaikan pada 920 anak 
atau sekitar 76,7%. Bahkan, pada kelompok anak usia 11–12 tahun yang berasal dari kelompok awal 
usia 8,5 tahun (980 anak), jumlah yang mengalami stunting hanya tinggal 210 anak. Dengan demikian, 
sebanyak 770 anak mengalami perbaikan, mencerminkan persentase perbaikan yang sangat tinggi, yaitu 
78,6% 

Hal tersebut peneliti temukan pada wawancara Kepala Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tulang Bawang (Informan I) sebagaimaba disampakikan bahwa: 

“Kami merancang kebijakan yang menekankan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif. 
Kebijakan ini juga mencakup pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk, penyuluhan 
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gizi untuk ibu hamil, dan pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu. Semua kebijakan 
ini didasarkan pada Perpres No. 72 Tahun 2021, dengan fokus utama pada penurunan angka 
stunting di daerah kami.” 
 
Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara dari Petugas Gizi Puskesmas Kabupaten Tulang 

Bawang (Informan II), yang menambahkan: 
 
“Kami sudah menerapkan kebijakan tersebut dengan melibatkan berbagai sektor. Selain Dinas 
Kesehatan, kami juga bekerja sama dengan Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan untuk 
memaksimalkan hasil yang diinginkan sesuai dengan Perpres. Kami memastikan bahwa program 
penanganan stunting ini berjalan terpadu di tingkat masyarakat.” 
 
Dukungan kebijakan dari pimpinan daerah berperan dalam memastikan sumber daya yang 

memadai, sementara kampanye yang menitikberatkan pada edukasi gizi dan pola asuh sehat berhasil 
meningkatkan kesadaran masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan memperkuat koordinasi 
program, didukung oleh kebijakan ketahanan pangan yang menjamin akses nutrisi bagi kelompok 
rentan. Pemantauan berkala memastikan program tetap optimal dan dapat disesuaikan dengan kondisi 
lapangan. Temuan ini diperkuat oleh wawancara dengan dua Petugas Gizi (Nutrisionist Pelaksana 
Lanjutan) Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang, terkait dengan pelaksanaan intervensi gizi sesuai 
Perpres No. 72 Tahun 2021. 

“Untuk ibu hamil dan balita, kami melaksanakan intervensi dengan memberikan makanan 
tambahan sesuai kebutuhan, serta penyuluhan mengenai pentingnya asupan gizi yang seimbang. 
Kami juga memastikan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan secara rutin di posyandu dan 
puskesmas untuk menghindari masalah gizi buruk yang dapat berujung pada stunting.” 
 

Informan II HPK Petugas Gizi (Nutrisionist Pelaksana Lanjutan) Puskesmas Kabupaten Tulang Bawang 
menambahkan: 

“Kami memberikan Makanan Tambahan (PMT) dan suplemen gizi seperti tablet tambah darah 
untuk ibu hamil, serta pemberian makanan bergizi bagi balita di bawah dua tahun. Selain itu, 
kami melakukan pemantauan perkembangan anak secara rutin untuk memastikan mereka 
tumbuh dengan baik dan terhindar dari masalah gizi.” 
 
Berikut adalah narasi hasil wawancara dengan dua Kader Posyandu di Kabupaten Tulang 

Bawang, terkait dengan pelaksanaan intervensi gizi untuk penanganan stunting sesuai dengan Perpres 
No. 72 Tahun 2021. Informan I Kader Posyandu di Kabupaten Tulang Bawang menjelaskan: 

“Sebagai kader Posyandu, kami bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil dan 
balita mengenai pentingnya gizi seimbang. Kami juga membantu dalam pembagian makanan 
tambahan, seperti makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita. Di Posyandu, kami 
melaksanakan pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita, serta memberikan informasi terkait 
pertumbuhan dan perkembangan mereka.” 
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Tepat Pelaksanaan 
Berdasarkan teori efektivitas Riant Nugroho (2012) keberhasilan kebijakan sangat bergantung 

pada aspek tepat pelaksanaan yang mencakup tiga indikator utama pelaksana sumber daya yang terlibat 
dan partisipasi masyarakat. Efektivitas program penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang 
menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menurunkan angka stunting pada anak-anak di berbagai 
kelompok usia. 

Masyarakat yang memiliki anak stunting merasa sangat terbantu dengan adanya intervensi 
berupa pemberian makanan tambahan secara rutin yang berlangsung selama periode tertentu dan 
berkontribusi pada perbaikan status gizi anak dari segi ekonomi program ini juga meringankan beban 
keluarga khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak 
secara mandiri. 

Menurut Kusuma (2015) Posyandu menjadi wadah penting untuk memantau tumbuh kembang 
anak memberikan layanan kesehatan dasar serta menyampaikan edukasi kepada orang tua mengenai 
pentingnya asupan gizi dan pola asuh yang tepat. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan ini 
menunjukkan bahwa aspek keterlibatan publik juga berjalan efektif seperti yang digariskan dalam teori 
kebijakan publik partisipatif. 

Peneliti menanyakan apakah dalam melaksanakan kebijakan Dinas Kesehatan sudah mencakup 
integrasi multisektor sebagaimana diamanatkan dalam Perpres. Berdasarkan wawancara dengan 
Informan I Kepala dinas Kesehatan menyatakan bahwa: 

“Ya, kami memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku di sektor kesehatan. Kami 
melibatkan Dinas Sosial untuk distribusi bantuan sosial kepada keluarga berisiko, serta Dinas 
Pendidikan untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pola makan yang sehat. Semua 
sektor bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dari Perpres.” 
 

Sementara itu, Informan II menambahkan: 
“Integrasi multisektor sudah sangat terlihat dalam pelaksanaan program ini. Kami sering 
melakukan koordinasi dengan sektor-sektor terkait, terutama Dinas Sosial untuk memberikan 
bantuan kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, serta Dinas Pendidikan untuk 
melakukan edukasi kepada siswa mengenai pentingnya gizi seimbang.” 

 
Dalam hal keterlibatan dalam integrasi data stunting dengan lembaga lain yang relevan petugas Gizi 
Puskemas Kabupaten Tulang Bawang, Informan I menjelaskan: 

“Data stunting kami integrasikan dengan Sistem Informasi Gizi Nasional (SIGNA) agar 
terpantau dengan baik. Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial 
untuk memastikan data yang terkumpul bisa digunakan untuk perencanaan kebijakan yang 
lebih tepat.” 

Informan II petugas Gizi Puskemas Kabupaten Tulang Bawang menambahkan: 
“Data yang kami kumpulkan sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah. Kami bekerja 
sama dengan berbagai lembaga terkait untuk menggabungkan data ini agar bisa lebih efisien 
dalam menanggulangi masalah stunting.” 

 
Dalam hal keterlibatan dalam integrasi data stunting dengan lembaga lain yang relevan, Kader Posyandu 
di Kabupaten Tulang Bawang menjawab Informan I menyatakan: 
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“Kami sering berkoordinasi dengan Puskesmas untuk memastikan data stunting yang kami 
kumpulkan terintegrasi dengan data yang ada di tingkat kabupaten. Ini memudahkan kami 
dalam pelaporan dan untuk mendapatkan bantuan bagi keluarga yang membutuhkan.” 

 
Tepat Target 

  Berdasarkan kajian teoritis yang dikemukakan oleh Riant (2017), ketepatan dalam 
implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik harus mempertimbangkan tiga aspek utama. Pertama, 
kelompok sasaran yang menjadi target intervensi harus sesuai dengan perencanaan awal, tidak 
mengalami tumpang tindih dengan program intervensi lainnya, serta tidak bertentangan dengan 
kebijakan kesehatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, kesiapan kelompok sasaran dalam 
menerima intervensi harus diperhatikan guna memastikan efektivitas program. Ketiga, kebijakan 
intervensi yang diterapkan dapat berupa kebijakan baru atau pembaruan dari kebijakan sebelumnya, 
dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sasaran intervensi gizi spesifik telah ditetapkan secara 
jelas dan terarah. Sasaran utama mencakup ibu hamil, ibu menyusui dengan anak berusia di bawah 6 
bulan, serta ibu menyusui dengan anak berusia 6 hingga 23 bulan. Pemilihan kelompok sasaran ini 
didasarkan pada pertimbangan fisiologis dan risiko gizi yang lebih tinggi pada periode tersebut. 
Pemberian intervensi kepada kelompok sasaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan status gizi 
ibu dan anak serta mencegah terjadinya malnutrisi, terutama dalam rangka menekan angka stunting. 

Intervensi gizi spesifik menekan angka stunting, terutama di daerah dengan tingkat malnutrisi 
tinggi. Keberhasilan program bergantung pada kebijakan pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, serta 
masyarakat. Kesadaran akan pentingnya gizi selama kehamilan dan menyusui perlu terus ditingkatkan. 
kepada Dinas Kesehatan Kabupate Tulang Bawang terkait “Bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam 
mengoordinasikan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif?” Pada pertanyaan mengenai peran 
Dinas Kesehatan dalam mengoordinasikan pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, Informan I 
menjelaskan: 

“Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam mengoordinasikan intervensi ini. 
Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa intervensi gizi spesifik seperti pemberian 
makanan tambahan dapat berjalan lancar, dan intervensi sensitif yang melibatkan pendidikan 
gizi bagi masyarakat serta peningkatan pola makan yang sehat juga terlaksana dengan baik.” 
 

Informan II menambahkan: 
“Koordinasi kami dengan Puskesmas dan Posyandu sangat penting untuk memastikan 
intervensi berjalan dengan baik. Kami juga melakukan monitoring secara rutin, memastikan 
agar anak-anak dan ibu hamil mendapatkan perhatian yang tepat sesuai dengan kebijakan yang 
ada.” 

 PMT bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi yang diperlukan guna mencegah 
serta menanggulangi masalah gizi, termasuk stunting. Pemilihan menu dalam program ini disusun 
berdasarkan prinsip gizi seimbang dengan memperhatikan keberagaman bahan pangan, ketersediaan 
lokal, serta kesesuaian dengan selera dan kebiasaan makan masyarakat setempat. 
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Tepat Lingkungan 
Menurut Riant Nugroho terdapat dua lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yaitu 

lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan meliputi interaksi 
antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga terkait lainnya dalam proses 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sementara itu, lingkungan eksternal kebijakan terdiri 
atas tiga elemen utama: pertama, opini publik yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap 
kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari; kedua, interpretive institution, yaitu lembaga-
lembaga strategis seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan yang turut 
membentuk makna dan penerimaan kebijakan; dan ketiga, individu-individu yang memiliki peran 
signifikan dalam menginterpretasikan serta mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. 

Program penyuluhan gizi dan kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang pelaksanaan kegiatan 
selama satu tahun menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara kebijakan dengan lingkungan 
tempat kebijakan tersebut dijalankan. Berbagai capaian yang berhasil diraih mencerminkan bagaimana 
kebijakan tidak hanya dirumuskan secara normatif, tetapi juga disesuaikan dengan karakteristik sosial, 
budaya, dan lingkungan fisik masyarakat setempat. Tepatnya pelaksanaan di desa, posyandu, sekolah, 
dan puskesmas memperlihatkan respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat di lingkungan mereka 
masing-masing, sekaligus memperkuat relevansi kebijakan terhadap kondisi lokal. 

Edukasi pola asuh dan kesehatan reproduksi menyasar 300 remaja, sementara penyuluhan 
tentang pentingnya ASI eksklusif diberikan kepada 320 ibu. Edukasi MP-ASI dan gizi seimbang 
melibatkan 410 ibu, dan pemberian makanan tambahan (PMT) diberikan kepada 430 balita. Kegiatan 
cek pertumbuhan dan imunisasi dilakukan kepada 540 balita. Selain itu, pelatihan kader posyandu 
diikuti oleh 120 kader dan kegiatan evaluasi tahunan serta lomba desa bebas stunting melibatkan 600 
peserta. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam intervensi gizi spesifik, gizi sensitif, serta kegiatan lintas 
jenis yang mendukung efektivitas upaya penurunan stunting secara komprehensif. Selanjutnya peneliti 
menanyakan untuk memastikan sasaran kebijakan tepat? Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, Informan I menjelaskan: 

“Kami bekerja sama dengan Puskesmas dan Posyandu untuk melakukan identifikasi keluarga 
1.000 HPK hal ini kami lakukan selama 1 bulan penuh yaitu pada bulan februari dan agustus 
selama 2 bulan penuh untuk memberikan makanab dan memastikan pendistribusian. Setiap 
keluarga yang terdata mendapatkan perhatian khusus, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun 
pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita.” 

Informan II Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang menambahkan: 
“Di tingkat Posyandu, kami secara rutin memantau dan mendata ibu hamil dan balita yang 
masuk dalam kategori 1.000 HPK. Informasi ini kemudian dikumpulkan dan diproses untuk 
mendukung upaya penurunan stunting.” 
  
Dalam konteks lingkungan kebijakan, proses perumusan dan pelaksanaan program stunting di 

Tulang Bawang menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Dinas 
Kesehatan, serta lembaga pelaksana seperti Puskesmas dan Posyandu. Pendekatan berbasis data melalui 
pemantauan SIGNA dan evaluasi berkala telah memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Proses implementasi juga melibatkan intervensi langsung seperti 
pemberian makanan tambahan, edukasi gizi bagi ibu hamil dan balita, serta penguatan peran kader 
Posyandu dalam mendampingi keluarga berisiko stunting. 
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Dari perspektif lingkungan eksternal kebijakan, proses penyebaran informasi dan keterlibatan 
masyarakat dalam program ini menjadi faktor kunci dalam efektivitas kebijakan. Opini publik yang 
semakin menyadari pentingnya pencegahan stunting telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
program gizi dan kesehatan. Selain itu, interpretive institution seperti media dan kelompok masyarakat 
membantu mengawal serta mempercepat adopsi kebijakan di tingkat lokal. Individu-individu strategis, 
seperti tenaga kesehatan dan kader Posyandu, juga berperan aktif dalam memastikan bahwa kebijakan 
diterapkan secara efektif di lapangan. 
 
KESIMPULAN 

Efektivitas kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Tulang Bawang menunjukkan bahwa 
implementasi program telah selaras dengan teori "lima tepat" dari Riant Nugroho yang mencakup tepat 
kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Pemerintah daerah 
khususnya Dinas Kesehatan telah menyusun kebijakan sesuai Perpres No. 72 Tahun 2021 dengan 
menitikberatkan pada intervensi gizi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran. Pelaksanaan program ini 
melibatkan sinergi lintas sektor yang memperkuat penyebaran bantuan dan edukasi gizi kepada 
masyarakat. 

Koordinasi yang baik antara Puskesmas dan Posyandu juga mendukung ketercapaian target 
sasaran, khususnya ibu hamil dan balita. Selain itu, lingkungan kebijakan di tingkat lokal terbentuk 
melalui kerja sama yang harmonis antar lembaga, termasuk dalam menjangkau daerah-daerah yang sulit 
diakses. Secara proses, implementasi kebijakan menunjukkan kesiapan strategi dan penerimaan 
masyarakat yang mulai terbentuk, walau tetap dibutuhkan sosialisasi lanjutan untuk memperkuat 
pemahaman publik. Dengan demikian, kebijakan penanganan stunting di Tulang Bawang dapat 
dikatakan cukup efektif, karena telah memenuhi unsur-unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan 
publik yang terencana dan berkelanjutan. 
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